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RINGKASAN

ASHIATUL MARDIAH. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget at the Regional
Financial Management Agency of Padang Pariaman Regency. Dibimbing oleh
NOVI ROSYANTI

Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
terdapat rangkaian dari tahapan dalam menyusun anggaran pendapatan, anggaran
belanja serta akun-akun yang terdapat di dalam anggaran. APBD disusun sebagai
pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah yang akan digunakan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari perekonomian daerah. Penyusunan
APBD di Kabupaten Padang Pariaman menggunakan Permendagri Nomor 33
Tahun 2019 sebagai acuan.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan
komponen yang terdapat dalam APBD, menguraikan penyusunan APBD dan juga
mengetahui tingkat efektivitas APBD di Kabupaten Padang Pariaman. Metode
yang digunakan yaitu menggunakan metode obervasi, wawancara pada pihak-
pihak yang terkait, studi dokumen, dan juga studi pustaka melalui buku dan jurnal.

Komponen pada Pendapatan terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah),
Dana Perimbangaif@an| lgain-Laip _Pehdapatanyyang, Sah,.Dart Komponen Dari
Belanja yaitu -:; Bidak"angsung dan Belanja Lanhgsung..Penyusunan APBD
mempunyai beliéfpsbtahapan| diantasdnya penyusunars KUAERPAS, penyusunan
RKA-SKPD, penyusunan Raperda sampai menadi Perda APBD sebagai pedoman

dalam penyusuan APBD. Penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan dan
penyampaian rancangan KUA-PPAS paling lambat pada minggu kedua bulan
Agustus, lalu berakhir dengan penyampaian Perda tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur paling lambat tujuh hari
kerja setelah Perda dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan. Pemerintah Daerah
dalam melakukan penyusunan APBD harus sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan oleh Permendagri. Untuk tingkat efektifitas pada Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Padang Pariaman secara
keseluruhan dapat dikatakan efektif, baik untuk Anggaran Pendapatan maupun
Anggaran Belanja.




